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ABSTRAK:

— Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan
Pemilihan Umum di tingkat kelurahan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu
membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh karena itu perlu ditetapkan Anggota
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di
Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

— Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.24 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU
No.32 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2007, PP No.6 Tahun 2005, Permendagri No.44
Tahun 2007, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.63 Tahun 2009,
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-
003/2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor
07/Kpts/KPU-Prov-003/2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera
Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-003/2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008.

— Dalam Keputusan ini ditetapkan PPS Kelurahan se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan
Payakumbuh Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2010 adalah 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Maret 2010
sampai dengan bulan Agustus 2010.

CATATAN :

— Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2010
— Lampiran 2 (dua) halaman



